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BERJTA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH 

PEAURAN BU  PATI T A P A N U I  TENGAII 

NOMOR 1 9  TAHUN 2022 

TENTANG 

RLE NCANA KER.JA PEMERINTAIH DAERAH 

KABPATEN TAPANULI TENG.AH TAIIUN 2023 

DENG.AN RAHMAT T[HAN YANG MAH.A ESA 

BU PAI TAPANULI TENGAH, 

0 

Menimban 

• Mengippnt 

a bahwa sesua ketentuan pasal 26 ayat ( 2 )  Undang-undang Nomor 25 
Thun 2004 tenung Sistem Perencanan Pembangunan Nasional, pasal 
273 ayat  ( 4 )  Undang-undang Nomor 23 Tahun 20 14  tentang 
Pemerntahan Daerah dan pasal 104 ayat ( 2 )  Peratuan Menten Dalam 
Negen Republk Indonesia Nomor 86 Tahun 2 0 1 7  tentang Tata car 

Perencanaan, Pengendahan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 
cara Evaluasi Rancan:an Peraturan Derah tentang Rencan 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panyang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana 
Kerja Pememnth Daersh ditetpkan melalui Peraturn Kepala Daerah; 

b bahwa berdasarkan perumbangan sebagaimana dmmaksud dalam huruf a, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapanuh Tengah tentang Rencana 
Kera Pemerntah Daerah Kabupaten Tapanuh Tengah Tahun 2023.  

I .  Undang-Undng Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Olonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propmnsi 
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 1 9 56  
Nomor 5 8 ,  Tambahan Lembatan Negara Republk I n d o n e s i a  Nomor 
1092) ;  

2 Undang-Undang Nomor I 7  Tahun 2003 tentang euangan Negara 

(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2003 Nomo 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42786 )  
sebagammana telah diubah beberapa kal terakhr dengan Und.an 
Undang Nomor 7 Tahun 202 1  tentang Harmontsas r  P e r auan  
Perpa1akan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn  20I  Nomor 

246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) 

3  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sitem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 1 a h  
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2004 Nomor I 64 ,  Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia 
Nomor 4 4 2 1 ) ,  

4  Undang Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  tentang Pememntahan Daeral 
( L e m b a r a n  Negara Republ ik Indonesia Tahun 2 0 1 4  Nomor 2 4 4 .  
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5587 )  
scbagarrnana tclah druhah beberapa kahi terakhir dengan Undang-undang 
Nomor I I  Tahun 2020 Cipta Kera (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republk Indonesia Nomor 6573) ,  

5 Undang-UJndang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republk Indonesia Nomor 6757) ;  

6 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 37 ,  
Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4575), 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 2 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia 
Nomor 4 8 1 7 ) ,  

8  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20 12  tentang Hbah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 12  Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272), 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014  tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagamana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1  
Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 202 1 Nomor 2 1 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6623), 

10 .  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 entang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2 0 1 8  Nom or 248, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279), 

1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 20 1 7  tentang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Reneana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pememintah Daerah ( Ben ta 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 7  Nomor 1 3 1 2 ) ;  

1 2  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Repubhk Indonesia 
Tahun 20 19  Nomor 1 1 1 4 ) ;  

1 3 .  Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 90 Tahun 20 19  tentang 
Klasifikast, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 9  
Norn or 144 7), 

14 .  Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 8 1  Tahun 2022 tentanp 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemermtah Dacrah Tahun 2023 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590) ,  
1 5 .  Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 050-5889 Tahun 202 1  entang 

Has1l Verifikasi, Validasi dan Inventarsas1 Pemutakhnan Klas f ika 
Kodefikast dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuan;au 

Daerah, 
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I 6  Peraturan Darrah P r u s  ' u m r  U t s  ' ·o n  

tentang en.an emharunan ' + a  Pan D .  
P r o : i n s ' u m a t e r a ' t a r  ahun? '0 . '  

1 7  Peraturan D u r h l r o .  ' u m e r  ' t a r  t u m o r '  a. n 2  
Perubahan ta Perturan urah u .  ' r  tr l t r a '  

Tahun 2 0 l 9  temtn rncan Per'a;urn Jal''---z U' 
Pro· ms1  Sumatera (tar J a h u n 2 ' ) + - 2 3  

1 %  Peraturan Ia:rah Yatup:ten i p r '  l e nu a .  2  l a. 2 . l   

t c n ta n  Renna emhanunn J a n ;i zr , a n  a . e  T 
Ienah Tahu2 0 06 2926 

I 9  Perturan Daerah Kabupaten Tapanuh T n g a h  Nomor T ahun 2 1 ?  

t e n tan g  P e n c a n a  l a a  P u n  la;ah :b p e n  T z ar !  Ten.ah 
T a h u n  2 0 1 3 - 2 0 3 3 ,  

20 Peraturan Da:rah Yabupztn Tap·uh T e n z h  o r  
P e m b e n t u } an  ernkt Darrah Y:buzzr i -   

scbagammana t e l h  diubah bberg kal te r r  dengzn Pet.nr 
Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tang P e r u ' h a ' ± d z  at rz .° 

Derah 'omor I Tahun 20 1 6  tertzn Pember:an P zr r > D r '  

Kabupaten Tapanul Ienh. 
2 1  Peraturan Daerah Kabupten Tapanul Tengzh omor 5  th. 2 2 1  

tertang Angran Pendptzn dn Belana L:rh Ka.en le.Ni 
Ten@ah Tahun Anggaran 2022, 

22 Peraturan Bupat Tapanul Tenah omor 1 4  Tz 2 2 2  1zm121; 

Rencana Pemban_unan De:rah T ah u n  2 2 3 - 2 0 2 6  i± . 2 p± - 1  

Tengah 

Menetapkan 

MEMUTUSAN 

PERATURAN BUPATI TAPANULI 
RENCANA KERJA PEMERITAH 
TAPANULI TENGAH TAHU8N 2023. 

TIGAH TENT\NG 
DAERAH IBUPAIE 

0 

BAB I 

KETENTUANUMIM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati m m,  yang dimaksud dengan 

I Daerah adalah Kabupaten Tapanul Tengah, 

2 Pemenntah Kabupaten adalah Bupt dn Perangkat De:rah 

unsur penyelenggaraan Pemenntahan Daerah, 

3 Bupat adalah Bupat Taparuh Tenah, 

4. Dewan Per»wallan Rakyat Denah y an g  slanyurmy± ds wniat dz 
DPRD adalah Dewan Perk!an Rakyat Dierh Kzbupaten Tann! 
Tengah, 

5 Sekretens Daerah adalah Sekretns Darah Kabupaten T p u h  T e n ±  

6  Perangkat Daerah adalah Oransaslemha pad Pemer- "  
Kabupaten Tapanul Tengah an bernggun yawb l e n t  t s  !  

Daerah dalam rangla pnyelengsaran pemenmth±n v an ;  t e r d  dn 
Sekretanat Daerah Kabupten Sekretnat DPRD K b ' . ..  .  

Kabupaten dan LembagaTekn :s  Kbupaten. eratar dan t e l . .  

7  Rencana Pembangunan Drah yang se lanyu d si n _ t s '  

dokumen perencan2an pembangnann daerah un:u perode + e. "  

tahun, 
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8 Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya dsingkat RKPD 
adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 
I ( sa tu )  tahun, 

9. Rencana Kera Perangkat Daerah yang selanjutnya dsmgkat Renya-PD 
adalah dokumen perencanaan PD untuk periode I (satu) Tahun, 

10  Anggaran Pendapatan dan Belanya Daerah yang selanutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dttetapkan dengan Peraturan Daerah, 

I Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanya Daerah yang 
selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebiakan 
bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang 

mendasarinya untuk periode I (satu) tahun, 
1 2  Prontas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanyutnya dis ingkat 

PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maks1mal 
anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagat acuan 
dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD 

BAB I 

PENETAPAN DAN SISTEMATIKA RKPD TAUN 2023 

Pasal 2 

( 1 )  Dengan Peraturan Bupati mi ditetapkan RKPD Tahun 2023 
(2)  RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  adalah 

dokumen perencanaan daerah untuk periode I (satu) tahun, yaitu 
tahun 2023 yang dimulai pada tanggal I Januari 2023 berakhir pada 
tanggal 3 1  Desember 2023. 

Pasal 3 

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan 
penjabaran dar RPD yang memuat rancangan kerangka ekonom daerah, 
prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang 
dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan 
mendorong partisipasi masyarakat. 

Pasal 4 

RKPD Tahun 2023 sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai 
pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan K U A,  PPAS dan 
Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023. 

Pasal 5 

Sistematika RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai benikut 

Bab Pendahuluan 
Bab IJ 

Bab I1l 

Bab IV 
Bab V 
Bab VI 
Bab VII 

Gambaran Umum Kondisi Daerah 
Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah 
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 
Rencana Kerja dan Pendanaan Dacrah 

Kinerya Penyelenggaran Pemerintah Daerah 
Penutup . 
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Pasal6 

I )ba saran dan Prontas pembangunan daerah s e b a m a n a  dma s u d  da l ar  

P 'asl 5 hrsusun berdasarkn RPD Kahupaten Tapanul I e n g a h  I a in 
2023.2026. P 
-· .- - - -9 ,  'non1las Nasional Tahun 2023 dan P a r a s  P r · i n s  
Sumatera UIar Tahun 2023 

(2 )  Rencana Program Pnontas Pembangunan Daerah lahun  A n g g a r a n 20 2 3  

dikelompokkan sesuar dengan pnortas pemlangunan da:rah 

scbagammana dmaksud pada ayat ( I )  yang secara net tercantum da!arm  

Lamprrn yang merupakan bagian van tdnk terpsahkan dan Peraturn 
J .' ' r I H  Lu  '  

Bupati ini 

Pasal 7 

( I )  Dalam hal terjadi penambahan kegatan baru pada KUA dan PP'S 1  

tdak terdapat dalam RKPD, perlu disusun benta acara esepakatun 

Bupat dengan Ketua DPRD 
(2) Penambahan kegratan baru sebagammana dmmaksud pad ayat ( I )  akrbat 

terdapat kebakan nastonal atau provins1 ,  keadaan darurat, keadaan lur 
biasa, dan periatah dari peraturan perundang-undngan yang lebth t ung 

setelah RKPD ditetapkan. 

Pasal 8 

RKPD Tahun 2023 secara nncr scbagammana tercantum dalam Lamp.ran 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati mni 

BAB Ill 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Bupati in mulai berlaku pada tanggal drundangkan 

Agar setiap orang dapat mengetahumnya, memerintahkan penundan_an 

Peraturan Bupati ini  dengan penempatannya dalam Berta Daerah 
Kabupaten Tapanuli Tengah 

Ditetapkan di Pandan 
pada tanggal 1 8  J u l i  2022 

Pij. BUPATI TAPANULI TENG AH,  

ttd 

YETTY SEMBIRING 

Diundangkan di Pandan 
Pada tanggal I8 Juli 2022 

PIH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAIL 

HERMAN SUWITO 

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TLNGAH T A I U N  2 022 0 M R  T  
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